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ABSTRAK 

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan diatur dalam Pasal 

12 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah merupakan urusan yang berskala daerah yang meliputi 16 

bidang urusan, salah satunya adalah pelayanan pertanahan. Keenambelas bidang 

tersebut merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang harus 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum oleh pemerintah telah diatur di dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Sebagai contoh kegiatan 

pembangunan untuk kepentingan umum seperti jalan tol yang menjadi program 

nasional atau pusat yang selanjutnya pusat melimpahkan kewenangan 

pembangunan jalan tol tersebut kepada Pemerintah Daerah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 

kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan dalam pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

menjelaskan tujuan hukum terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-

undang, dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang 

bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Kemudian pendekatan kasus, 

dilakukan dengan cara melakukan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 

yang dihadapi. Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis 

normatif. 

Berdasarkan analisa hukum yang digunakan maka penulis memberikan 

kesimpulan bahwa kewenangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi berkaitan 

dengan bidang pertanahan merupakan salah satu urusan wajib. Penyerahan 

kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan oleh 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai bagian dari otonomi 

daerah yang harus dilaksanakan secara tepat dan berkeadilan. Dengan demikian, 

tujuan hukum yang ingin dicapai terkait dengan kewenangän Pemerintah Daerah di 

bidang pertanahan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah sesuai 

dengan tujuan hukum kemanfaatan. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum harus benar dan tepat pelaksanaanya serta 

dapat dirasakan kemanfaatannya bagi seluruh masyarakat. 

Kata kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pengadaan Tanah dan 

Kepentingan Umum 

  



 

 
 

 


